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BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS |
- NOMOR 27 TAHUN 2012 -

" TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA BESARAN BANTUAN HONORARIUM
DAN TUNJANGAN  PENGHASILAN BEBAN - KERJA “ASISTEN - FASILITATOR
~ KABUPATEN (AS-FASKAB), FASILITATOR KECAMATAN PEMBERDAYAAN (FKP) -
'DAN FASILITATOR KECAMATAN TEKNIK (FKT) PADA PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI '
_ | KABUPATEN BENGKALIS . '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKALIS

= Menimbang . ‘a. bahwa dalam rangka menanggulangn - kemiskinan ©
oo ... . di_ Kabupaten  Bengkalis, - perlu dllaksanakan - program
- yang- berkesmambungan sebagai 'usaha  yang terencana“'
~dan- bertahap " untuk meningkatkan pendapatan : masyarakat o
. di perdesaan serta pemerataan pembangunan ‘dan hasil-hasilnya i
~-melalui . Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat’fj;f‘m?‘-'
“+ Mandiri Perdesaan lntegraSI Kabupaten Bengkalls L e ' A

" b. bahwa ‘untuk  kelancaran - pelaksanaan Program ~ Nasmnal e

- lPemberdaya_an Masyarakat -~ Mandiri  Perdesaan ~ Integrasi

-~ Kabupaten.  Bengkalis, - perlu - dilaksanakan‘ ,pendampingan

~dan- pengendalian - serta “penempatan ASISten Fasilitator -

Kabupaten, - Fasilitator Kecamatan - Pemberdayaan

~ dan Fasilitator Kecamatan Teknik pada - Program -Nasional

- Pemberdayaan ‘Masyarakat Mandm Perdesaan lntegra3|
'Kabupaten Bengkalis; S

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan ;sebagalmana dlmaksud,
- dalam huruf - a ‘dan huruf b, perlu - menetapkan Peraturan =~ =
 Bupati- - Bengkalis tentang Tata - Cara  Pelaksanaan o
‘Tugas dan Fungsi serta Besaran = Bantuan = Honorarium .
~dan Tunjangan Penghasilan Beban Kerja Asisten Fasilitator -

Kabupaten, Fasilitator Kecamatan = Pemberdayaan
. dan Fasilitator ~ Kecamatan Teknlk pada - Program . -Nasional

- Pemberdayaan - Masyarakat Mandm Perdesaan Integrasi-

,Kabupaten Bengkalis; - : :

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan’ o
. R Daerah - Otonom Kabupaten  dalam ~“Lingkungan -~ Daerah
~ Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republlk lndone3|a w
Tahun 1956 Nomor 23); L o : .

2. Undang-Undang Noonr 25 Tahun 2004 tentang 'Sivstem

'~ Perencanaan Pembangunan . Nasional (Lembaran -Negara
Republik - Indonesia ~~ Tahun - 2004 =~  Nomor = 104,
‘Tambahan  Lembaran = Negara '*;Repub_llk : Indones:a g
Nomor 4421); c NN Sl i



I:Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahanl
~-Daerah . (Lembaran Negara ‘Republik- . Indonesia Tahun 2004 o

: “'Nomor: 125, Tambahan Lembaran’ Negara Republlk Indonesia -

: »Nomor 1 4437), »sebagalmana ‘telah = diubah  beberapa kali -
-~ terakhir . dengan Undang -Undang Nomor 12 ~Tahun - 2008

‘tentang Perubahan Kedua ' atas Undang Undang Nomor 32

: Tahun 2004 tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara
Republik -~ Indonesia = - Tahun 2008 - Nomor = 59
':“Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4844);.

:‘:'iUndang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan»{“;ﬁ * :
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ‘Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesna Nomor 4438)

_Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan,;
- Peraturan Perundangan -undangan (Lembaran Negara == -
Repubhk IndoneSIa “Tahun 2011 Nomor; 82 ‘ Tambahanf S
Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomor 5234) i

Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan” o
'Keuangan Daerah (Lembaran Negara . Republik Indonesia
“Tahun:'2005 Nomor - 140, Tambahan Lembaran Negara PR
'Republlk Indonesia Nomor4578) i ‘

.J‘lPeraturan Pemermtah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa’fﬁ
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159'?,*; S
Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4578) o

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun' 2005 tentang Kelurahan'f- y
‘ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, .
- _Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4579) '

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun' 12005 tentang Pedoman
. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

~ Daerah": (Lembaran ‘Negara  Republik - Indonesia - Tahun 2005 «
- *Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa e

' Nomor 4595);

10.
"~ Urusan Pemenntahan -~ antara  Pemerintah, - Pemerintahan .-
- Daerah Provinsi dan .Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ERE

- (Lembaran Negara . Republlk Indonesia ‘Tahun 2007 Nomor 82

Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan

& Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneSIa Nomor 4737)

S

Peraturan PreS|den Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordlnasl}

s Penanggulangan Kemlsklnan

12.

Peraturan PreSIden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan .’

'Penanggulangan Kemusklnan

o 14

Instruksi Presiden’ Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunanf' B
. Berkeadllan ‘ - G e

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor38Tahun2007

" f.‘ftentang Kerjasama Desa

15 , ,
tentang Pembangunan ~ -~ Kawasan A‘_[P.erdesaan’ Berbasis S

Peraturan’ Menteri Dalam Negen vNorﬁor'f’S"I Tahun = 2007

B Masyarakat

16,
R ~,tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menten D“é‘i'am "Negerl Nomor 66 Tahun,20073"‘:f'“




17. Peraturan  Menteri Dalam Negeri - N,ofnor\“ 42 Tahun 2010
. tentang-  Tim . Koordinasi 'Penangg'ulangan Kemiskinan -
~ Provinsi dan Kabupaten/Kota : R RN

a2 \18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414 2/002 I-Tahun 2012'

‘tentang Penetapan - Kuasa Pengguna ; Angga_ran/Pengguna St

‘Barang  dan - PeJabat Pemungut ~Penerimaan = Negara
pada  Kegiatan  Urusan . Bersama - Program  Nasional
- Pemberdayaan Masyarakat Mandiri "P,er:d_esaan (PNPM-MPd)
- Tahun Anggaran 2012 o :

E 19, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 12 Tahun 2007 V,

“tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls
- Tahun 2007 Nomor 12) ‘ o

E V"20.‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 13 Tahun 2007 -

- tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs_
Tahun 2007 Nomor 13); ' : :

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008 o

tentang Penyelenggaraan Urusan - Pemerintahan = Daerah ,
Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalls,i
Tahun 2008 Nomor 07) - . ; —

.+ . 22, Peraturan - Bupati . Bengkalls Nor'nOr', 53 Tahun 2011

Menetapkah :

~tentang Petunjuk Teknls Program ‘Pembangunan Partisipatif
~di Kabupaten- Bengkalls (Berita Daerah Kabupaten Bengkahs,',,
Tahun 2011 Nomor 53) : ~

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAANV~ ,
TUGAS  DAN  FUNGSI SERTA - = BESARAN BANTUAN. .
-HONORARIUM DAN. TUNJANGAN PENGHASILAN BEBAN KERJA

ASISTEN FASILITATOR 'KABUPATEN, FASILITATOR KECAMATAN

'PEMBERDAYAAN - DAN FASIL!TATOR - KECAMATAN  TEKNIK f‘

'PADA PROGRAM NASIONAL 'PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.,’

~ MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI KABUPATEN BENGKALIS.

o 'BABI’ S
'KETENTUAN UMUM

e Paisal1

o }Dalam Peraturan Bupatl |n| yang dlmaksud dengan .

. 1. Daerah adalah Kabupaten Bengkahs

2.'Pemer|ntah Daerah  adalah Bupa’u “dan pe'rarigkat“’draeréhl~'

- sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah

3. Bupatl adalah Bupat| Bengkalls

4. Kecamatan adalah wnlayah kerja Camat sebagal perangkat daerah,"‘ :

~ Kabupaten Bengkalls

5. Camat adalah Kepala Kecamatan;

,‘6‘.}Desa adalah kesatuan : masyarakat hukum yang memmkl

batas-batas wilayah: yang berwenang untuk ‘mengatur dan mengurus L

 kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul
‘dan adat " istiadat - setempat yang .diakui dan dihormati dalam 8
' '1513tem pemermtahan Negara Kesatuan Repubhk IndoneSIa :



4

. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemermtahan
- oleh  Pemerintah . Desa dan Badan Permusyawaratan  Desa
.dalam mengatur dan-mengurus. kepentingan masyarakat setempat
g berdasarkan asal-usul - dan adat istiadat’ setempat yang - diakui
- dan  dihormati. dalam SIstem pemenntahan Negara Kesatuan“'
: ,Repubhk lndones:a - : :

.Pemenntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
'sebagal unsur penyelenggara pemenntahan desa

. Badan Permusyawaratanc Desa, 'selanjutnya ‘dising'kat BPD

adalah lembaga yang - merupakan perwujudan ‘demokrasi

',‘»,ﬁ:dalam penyelenggaraan - pemerintahan desa “se_bagai unsur
~ penyelengara pemenntahan desa , S

10,
: - tKabupaten Bengkalls dalam WIIayah Kecamatan ‘
B |
~°. . adalah petugas yang berkedudukan  di - tingkat - Kabupaten
-yang  diseleksi dan ‘dlangkat ‘dengan Keputusan - Bupati

s
- adalah petugas yang diseleksi dan diangkat dengan Keputusan Bupatl

Kelurahan adalah ‘wilayah kerja Lurah sebagal perangkat daerah

Lurah adalah Kepala Kelurahan

ASIsten Fasﬂltator Kabupaten selanjutnya d|smgkat AS- FASKAB,

serta - - diberikan "pen'ghasulan‘ : sesuai : de’ngan‘\ peraturan
perundang-undangan yang berlaku e

Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan selanjutnya dlsmgkat FKP

" serta  diberikan penghasilan sesuai dengan B peraturan‘

: perundang undangan yang berlaku ; | K
' 14, Fasilitator  Kecamatan = Teknik, Selanjutnya dlSIngkat CEKT
" adalah petugas yang diseleksi dan diangkat dengan Keputusan Bupati

i"‘serta - diberikan penghas:lan sesuai - dengan . peraturan,

L perundang undangan yang berlaku

.15,

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandm Perdesaan‘

‘Integrasi, - selanjutnya - disingkat PNPM MPd - Integrasi

adalah - program ‘perluasan ~dari PNPM Mandiri = Perdesaan
- yang. bertujuan untuk mempercepat penanggulangan -kemiskinan

melalui pemberdayaan 3 masyarakat ~ untuk - mewu1udkan

o ; pembangunan part13|pat|f

16!

«_Petunjuk Teknis adalah pedoman yang"':' mehgatur
'secara teknis mengenai - penyelenggaraan Program ~Nasional

; Pemberdayaan Masyarakat Mandm Perdesaan Integra5|

" ekonomi yang diusahakan. oleh masyarakat Desa/Kelurahan*-

Usaha Perekonomlan : Desa/KeIurahan adalah semua usaha

~dan- untuk masyarakat Desa/Kelurahan balk secara perorangan

~18.

atau secara kelompok

Unit Pengelola Keglatan selanjutnya disingkat' »de'ngan f' UPK C
~adalah  lembaga yang - ~dibentuk  di - tingkat  Kecamatan

yang mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat  (BLM)
dan - kegiatan pergullran ‘dana- untuk .kelomqu ’kel,omp,ovk

S ‘-J-_snmpan plnjam khusus perempuan

19, L
... adalah -~ organisasi masyarakat ~_yang  dibentuk ' melalui
‘l'musyawarah desa - untuk mengelola ~ kdanj'melaksanakan

Tim- Pengelola Keglatan selanjutnya dlsmgkat dehyg\aihr TPK. :

[’PNPM Mandlrl Perdesaan di tlngkat desa;



20 Prograrh - adalah penjabaran ‘ 'kebijakan:": _Desa/Ke‘IL‘rrahah
. .dalam bentuk upaya yang - berisi satu atau  lebih kegiatan -
' dengan  menggunakan = sumber = daya ~ yang - _disediakan

~untuk - mencapai hasrl 'gyang terukur - sesuai - dengan :i

. misi DesalKelurahan : L SR S

21, Keglatan adalah bagran dari -~ program. ‘yang  dilaksanaan -

- oleh Desa/Kelurahan - sebagai.  bagian - dari . pencapaian -

~ sasaran terukur pada suatu program dan- terdiri dari sekumpulan.

~tindakan - pengerahan . sumber daya ~ baik “yang berupa

- personil (sumber _daya = manusia), barang modal ‘termasuk
V-vfperalatan dan teknologi,  dana - atau ‘kombinasi dari ' beberapa
Co ataw kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (lnput)

~ - untuk menghasrlkan keluaran (out puf) dalam bentuk barang/jasa '

‘« ,7':2_2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .
e selanjutnya ~ ‘disingkat .~ RPJMDes 'ig adalah ' dokumen; o
‘.perencanaan desa untuk penode 5 (lima) tahun; -

- 23 Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya dlsrngkat APBDes
- adalah ~ rencana  keuangan. tahunan - pemerintahan = desa
. yang drbahas' dan - disetujui - bersama Pemerintah  Desa
~.dan .. Badan- Pemusyawaratan Desa ~dan - ditetapkan
’ ~‘dengan Peraturan Desa ' : SRR e

e o BABII o e
KERANGKA KERJA PROGRAM o

‘" Pasa12

(1) Penguatan lntegrasr yang drlaksanakan dalam rangka pelaksanaan

Otonomi Daerah berupa hak, wewenang, dan kewajlban
“daerah  otonom - untuk mengatur - dan mengurus ~sendiri -
-~ urusan pemerrntahan “dan kepentrngan masyarakat setempat '
- sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;. -

:  (2) Pemberdayaan ' masyarakat dalam pelaksanaan penguatan
- integrasi merupakan ' 'sarana’ bagl proses/upaya logis -

| . dan sistematis/terencana  untuk " meningkatkan - kemampuan o

" dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasr permasalahan
3 yang drhadapl o o .

- (3) Penguatan demokrasr ' berupa penguatan mtegrasr B
‘ ;‘_:dalam PNPM . Mandrn.Perdesaan Integrasi  menjadi bagian
. yang trdak terplsahkan darl penguatan praktlk demokrasrtlsasr'_
e Ilngkup daerah (Desa) ‘

BAB N

TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN FASILITATOR KABUPATEN, FASILITATOR KECAMATAN et

PEMBERDAYAAN DAN FASILITATOR TEKNIK KECAMATAN
: Pasal3 o
(1) Tugas dan Fungsr As’isté'nr Fasilitatovr' . Kabupaten,
- adalah sebagal berlkut ‘ e e e

| a. Mensosrahsasrkan PNPM Mandrrr Perdésaan Ihtegra'SI
‘kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Pelaku Program Kabupaten Ialnnya : = .



Memberlkan bantuan teknls kepada Tim Koordmas: PNPM

Mandiri Perdesaan IntegraS| dalam pelaksanaan program
- diKabupaten; , R

.“'Membenkan dukungan " teknis  ‘dan blmblngan'
.~ kepada Fasmtator . Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator

Kecamatan Teknlk ' dalam pelaksanaan . kegiatan,
termasuk = memberikan - rekomenda31 dan ,membantu
. penanganan permasalahan yang muncul; = I

"“"‘}.‘_'Memastlkan pelaksanaan Pengkajlan Keadaan Desa (PKD)

“yang. . berisi - potensi, mavsalah ~dan - gagasan
~ Rumah  Tangga = Miskin ~ (RTM) untuk - membantu
penyempurnaan - - -danfatau penyusunan Rencana

“Pembangunan Jangka v Menengahﬁ Desa';(RPJMDes)
Partisipatif; . : . AR j

. Memfasilitasi - terbentuknya dan L berkembangnya

© Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) serta forum lintas

‘ pelaku di masyarakat

. Melakukan koordma5| dan kerjasama dengan instansi terkait,
- tokoh - masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Perguruan Tinggi ‘dan - lain- lain, dalam rangka mendukung
penyebarluasan informasi, keterbukaan dan- pengawasan

o pelaksanaan keglatan PNPM Mandm Perdesaan IntegraSI

Melakukan , _koordlnaSI . “dengan Satuan = Kerja o

',_Perangkat» Daerah di  Lingkungan Pemerlntah Kabupaten
Bengkalis - dalam rangka -mengidentifikasi. program-program

iy lainnya = ‘selain. ‘PNPM  Mandiri ”Perdesaar)_ Integrasi o

agar tldak terjadl tumpang tlndlh

‘Memeriksa kualltas ‘dan’ kelengkapan usulan k'e‘giétan’
~ sebelum - dlprlorltaskan - usulan dalam - 'Musyawarah -
~ Antar Desa (MAD) dan Musyawarah Antar Kecamatan (MAK)

Ui. Melakukan pemerlksaaan dan - evaluasiterkait

pelaksanaan. proses - kegiatan - serta pengelolaan keuangan
di  Unit Pengelola ‘ Keglatan (UPK) dan T|m Pengelola
: Keglatan (TPK); :

“Melaku‘kan_ﬁ kunjungan ke lapangan dalam ' rangka

-~ supervisi - dan’ ,_monltormg untuk memastlkan : penerapan

prinsip-prinsip -~ PNPM - . Mandiri Perdesaan *-Integrasi )

' serta - kebijakan - dalam ‘ setlap ‘tahapan  program,

mulai ~ dari tahapan . perencanaan, ‘pencairan

© dan penggunaan dana pelaksanaan serta pelestanan N

 Mengadakan pertemuan bula‘nan dengan Fasilitator Kecamatan
untuk  menerima. - dan  memeriksa. - laporan - bulanan,
membahas permasalahan -~ atau = kendala yang dihadapi,
memberikan -peningkatan' kapasitas - fasilitator, wajib membuat

agenda - dan - melaksanakan In-Service ~ Training
: _pada setlap rapat koordmasn setlap bulannya ' S

'MendokumentaSIkan dan ‘ mengarSkaan : seluruh “Iaporan, :
‘rekaman keglatan , tertuhs gaymba}r/fotp - film/video
denganbalkdanbenar e : B T SRt T

Bersama-sama £ melakukan \ev_a'lu'asi ‘bulanan  terkait =

- kinerja  Fasilitator - Kecamatan ~dengan indikator-indikator
- yang telah ditetapkan, kemudian - melaporkan kepada
- Koordinator Fasilitator Kabupaten; - ; L



Méhﬁbéhtu Fasmtator Kecamatan‘ mervhber‘lkékr/i"‘ pelatlhan.-‘ G
- dan  bimbingan kepada - masyarakat dan . pelaku program

di Kabupaten Kecamatan dan Desa

_Y"‘»Membuat Iaporan e bulanan kepada i Konsultan Qs
i Manajemen NaS|ona| melalui Koordlnator Fasilitator Kabupaten ==~
~dan “Tim KoordmaS| ‘PNPM - Mandln Peyde_saan Integrasi =~ . -
"*sesual dengan ketentuan program : B

g Membuat Iaporan akhlr penyelesalan keglatan

. «:Melaporkan perkembangan : keglatan beserta ’realilsas'l‘;
- “penggunaan dana kepada Bupati melalui Tim Koordinasi PNPM 2
~Mandiri Perdesaan Intergrasi u/p Penanggungjawab Operas|onal S ‘

s Keglatan Kabupaten (PJOKab)

Tugas dan FunQS| Fasmtator chamatan' Pemberdayaan
- adalah sebagal benkut P R B T

a.

Menjunjung tlnggl kode etlk fasnlltator dan konsultan

Menyebarluaskan dan i,vmensosialriﬁsas}ikan, ,P'NPM " Mahdiri ey
- Perdesaan lntegrasn : kepada *masyarakat ' dan - aparatur

Kecamatan/Desa

J_..»MemfasmtaSI Kader : Pemberdayaan MaSyarakat
Desa/Kelurahan (KPM D/K) dalam pendataan Rumah Tangga_f
MISkIn . | ‘

v Menyusun ’ Renrcan_a Kerja Tindak ‘LanjUt‘ (RKTL) _
~pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat, = mulai dari A
- proses sos:ahsaS| hmgga pelestarlan keglatan T e

“ Memastlkan dan memfasﬂ:tasn terlaksananya tahapan-tahapan v
~program mulai dari tahapan perencanaan, - pelaksanaan ,
dan. pelestarlan dengan tetap memperhatlkan penerapan_l?”"

pnnsnp prinsip program; .

VMembenkan pelatlhan dan blmbungan kepada masyarakat""
. odan pelaku ‘PNPM Mandlrl e Perdesaan Integrasi <
cedi Kecamatan 'dan.  Desa - (Kader Pemberdayaan '

Masyarakat Desa, Pendamplng Lokal Tim Pengelola Kegiatan,

Unit . - Pengelola ;" Kegiatan, . Tim-  Penulis =~ Usulan, =
’;]T'm Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah - o
- Desa, Tim Pemellhara dan T|m Pengawas) el R

’Membenkan pelatlhan “dan blmblngan penlngkatangf S
kapasntas pemenntahan Iokal balk di Desa dan antar Desa .. =
(Badan Permusyawaratan ... Desa, Kepala - Desa,
‘dan aparatur Kecamatan) ‘ S ’

| Memfasnllta3| pembentukan ‘\i_'?;‘:'dari | pengembanganH'-;fi:vi;f,f, :
g Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) : : . S
' Membantu ' ,»‘dah memfasnhta3| v Pemerlntah Desa

dalam menyusun dan ‘membuat. Rencana Pembangunan '
~Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerjak :
B Pembangunan Desa (RKP Desa) S ‘

“J"Me'akUka“ pengawasan l ~dar"1' venﬂkasn ";7;,:‘ terha'dap'f“""’“f
‘proses pencalran dan - penggunaan - program -

untuk memastlkan penggunaannya secara terbuka dan sesuai

‘dengan kebutuhan dan keadaan yang,sebenamya 0




(3.

Memfasilitasi ~ dan “memban'tu survel Iapangan terhadap

usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjangﬁ ‘
kualitas hidup seperti - bidang - pendldlkan dan ‘kesehatan

(di luar bangunan atau prasarana)

‘Mengldentlflkasr kebutuhan '~ bantuan teknls o terhadap

usulan kegiatan SImpan plnjam pendldlkan dan kesehatan o
yang dlperlukan e : ‘
L Mengldent|fka5| kebutuhan pengetahuan dan keterampllanv
yang dlperlukan untuk menlngkatkan kapasntas masyarakat
‘m. Mengadakan pelatlhan secara sederhana dan mudah dlmengertl ‘
kepada masyarakat = berdasarkan - atas  hasil ldentlfkasy
~ kebutuhan pengetahuan dan keterampllan - ' '
n.- Membantu Fasmtator Keuangan Kabupaten dalam memblmblng N
v.mengembangkan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan -
- PNPM Mandiri. Perdesaan IntegraSI sebelumnya dan keglatan.
,S|mpan pinjam; ‘ . o , , L
0. Mendorong terCIptanya mekanlsme kontrol atau pengawasan 3
~ - oleh masyarakatsendm T ) S '
p. Melakukan - evaluaS| berSama ‘f masyarakat terhadap’ -
- pelaksanaan program dan  kinerja pelaku PNPM Mandm; .
~ Perdesaan Integra3| di Kecamatan dan Desa; - s '
-Melaporkan realisasi Rencana Kerja Tlndak Lanjut (RKTL)"
,kemajuan keglatan . masalah  yang = dihadapi
'dan upaya penanganannya kepada Fasnlltator Kabupatenf‘ RS
~~dengan tembusannya disampaikan kepada Camat - setempat' e
- u.p. Penanggungjawab Operaswnal Keglatan (PJOK) T
: 'Mengadakan rapat koordmasn bulanan d| Kecamatan
Menghadln - _rapat koordmasn bulanan d| Kabupaten 5
' dan menyampalkan Iaporan perkembangan keglatan' ‘
"MenJunJung tmggl kode etlkfasmtatordan konsultan rf,’f . ,
u. Memastikan pengelolaan ,dana “‘di _Unlt. Penge;lokla' A
. Kegiatan (UPK) sesuai dengan prosedur ~dan -ketentuan
yang : - berlaku serta - melakukan - pemenksaan ¥ ,terhadap :
’ pengelolaan kas dan rekening secara berkala R
Tugas dan Fungsi Fasmtator Kecamatan ,'T'eknik,;rv",g"
adalah sebagal berlkut ' LT SRt ;
a. Membantu dan membenkan blmblngan teknis’ kepada seluruh a
Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (KPM D/K); =
b. 'Menyusun - Rencana - AKerja“ Tlndak " Lanjut » (RKTL)‘L
yang . disesuaikan - dengan ,‘rencana o pelaksanaan ‘
keglatan masyarakat di Desa; RIS Fhe
¢. Memfasilitasi 7 dan membantu ‘ melakukan '_ k'egiata'h»
‘ survei dan - pengukuran - usulan - keglatan prasarana o
(termasuk usulan sarana kesehatan dan pendldlkan) ' U
‘Membantu -~ dan memberikan - blmblngan teknls‘ '

‘dalam  pembuatan . desain dan- }gam‘bar konstruksr
penghitungan  volume - dan  kebutuhan bahanlperalatan

jadwal = pelaksanaan dan Rencana ‘Anggaran . Biaya (RAB)

- usulan prasarana sesuai. dengan - kaedah- kaedah “teknis
*‘dengan memperhatlkan dampak Imgkungan :
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e. Membantu mengldentlflkaSI kebutuhan yang dlperlukany
;terhadap ‘usulan keglatan prasarana, seperti :. pengadaan

. bahan - dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan} EE
e superwsn dalam pelaksanaannya s :

 f - Memberikan pelatihan - teknis konstruks: secara . sederhana

kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan
pekerjaan konstruk51 pembangunan sarana/prasarana

"g.v Melakukan = review terhadap Rencana ~Kerja

Tindak - Lanjut - (RKTL) terkait jadwal - pelaksanaan keglatan

di ,masyarakat serta memfasilitasi penanganan . masalah

berkaitan dengan%ﬁkemajuan'f i pelaksanaan flSlk, "
~d|lapangan ' ke o :

-~ h. Membantu Fasnlltator Teknlk Kabupaten dalam memenksa_'

‘kualitas dan kuantitas serta- mengeluarkan dan: mengesahkan
sertifikasi terhadap penerimaan  bahan dan - alat,
hasil : pekerjaan atau konstruk31 bangunan dan penyelesalan
pekerjaan prasarana ) ‘ , :

. ,"MemfaS|I|taS| pembentukan Tim“'fvPemeliha”ra - Kegiatan -
~mulai . dari’ awal . pengajuan usulan dan | memberikan .

' pelatihan untuk operasnonal dan pemehharaan prasarana

- yang dlbangun

A Membantu ‘ melakukan koordmasn dengan plhak terkalt-

baik instansi pemenntah maupun swasta yang berkaitan dengan
jenis “usulan kegiatan prasarana yang ada, ba|k di wnlayah,‘
Kabupaten maupun Kecamatan o

k _Membantu tugas atau aktlfltas lain yang dlperlukan masyarakat

_yang tidak bertentangan dengan prInSIp dan prosedur program
terkait dengan kegiatan prasarana; S

il Melaporkan kemajuan penyelesalan masalah yang berkaltan

dengan bidang tugas blmblngan teknis dan upaya penanganan
‘yang telah dilakukan;

, m ‘Mengadakan rapat koordlna5| bulanan d| Kecamatan

'ﬁ n. Menghadlrl g rapat koordnnasn bulanan 'di;r Kabupatenv"‘;

- dan. menyampalkan : ;Iaporan perkembangan keglata‘n_.
.«,secara rutln : o R SR

o Menjunjung tlnggl kode etlk fasmtator dan konsultan

0

Pasal4
Asisten Fasilitator KabUpate’n , Fasilitator» B Kecamatan
lPemberdayaan ~dan- - Fasilitator ~ Teknik " " Kecamatan,

"dlbenkan bantuan honoranum dan tunja‘ngan-‘_panghasilan

@

‘beban kerja

Bantuan honoranum dan tunjangan penghasnlan beban kerja

. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dlbayarkan setlap bulan o
-~ selama 12 bulan . ; S
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(3) Besaran ban'tu,ain’r : horio'ra‘rium “dan tunjangvan , penghasi‘l‘an:
- beban  kerja * sebagarmana ' ’dimaksud dalam ,ayat (1),
adalah sebagal berikut : : ‘

a

| »Honoranum

: dengan rmC|an sebagar berlkut

Asrsten Fasnlrtator Kabupaten sebesar Rp 5 300 000 perbulan,',

'.--‘Rp 2 500. 000,-

. | '_ Tunjangan Pérumahan f . L ‘_'Rp 150 ooo_

- ,'Tunjangan Komunlkasl ‘,_ " = RS 'Rp. 150. 000 -
Transportasr ke Kecamatan R e ’iRp 1.500. 000 -
Perjalanan Dinas Rapat s = . Rp 750 000--.- -

KoordmaS| dl Kabupaten 3

“Pelaporan L N Rp.~_25o.ooo,- B

: Asuransr

~Rp.50.000,-,

Fasilitator * Kécahaatarl Pemberdayaan " dan  Fasilitator

A ~“‘,Kecamatan ‘Teknik - sebesar Rp. 4.500,000,- ,perbulan,
- dengan rincian sebagal benkut R SRR

Honorarium P o o " Rp. 2.000.000,-
Tunjangan Perumahan e | o ‘Rp.”150.000.- '

' Tunjangan Komumkasr o :1 SR E ‘"'Rp'150 000- - |
P ‘TransportaSI ke Desa . Rp.150. 000~
Perjalanan Dinas Rapat (O ‘Rp 400 000,- e

e Koordrnasr di Kabupaten T S
| Asuransn o SR L ~ Rp. 50.000,-
BAB IV

PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5 g

(1) Pelaporan pelaksanaan program merupakan proses penyaluran"'
“informasi darl satu jenjang ke j jenjang diatasnya; - '

(2) Pelaporan pelaksanaan program sebagalmana dimaksud |
“dalam ayat (1) melrputl sebagar berikut : S

oA,

Persiapan pelaksanaan dan peran serta. masyarakat

b 'Perkembangan penggunaan dana dari | berbagai _jenis

kegiatan - yang “dirinci dalam komponen dang kategori

- serta sumber pemblayaan program; ,
: ;Perkembangan pelaksanaan keglatan dan keuangan

”z;PermasaIahan permasalahan yang dlhadapl dan langkah-: :
: Iangkah yang akan dltempuh ‘ ; P :
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(3) Pelaporan p‘-elaksan’aan prdgram : sebagaimana dlmaksud’
. ~dalam ayat (1), harus sesuai dengan hal haI sebagal berikut:

—f’a;_ Sesua| dengan kebutuhan (terkalt dengan tugas dan fungsi
- Penenma Laporan) ' ~ .

: b Tepat waktu akurat dan berasal dan sumber yang tepat

Pasal 6

e (1)"'Peméh'taua:n - pelaksanaan prbg‘lférﬁ' 'mérupakén " kegiatan .

. pengumpulan informasi. yang dilakukan . secara periodik

- selama periode program untuk memastikan apakah suatu keglatan o

sudah dllaksanakan sesuai dengan rencana;

(2) Pemantauan pelaksanaan | program- sebagalmana dlmakstJdb o

V:dalam ayat (1), dllaksanakan oleh pelaku program sebagai berikut :
ans Bank Dunia; - , i
b, Konsultan Nasional dan Provinsi:

j{f‘c;;_il‘Levmbaga yang dltugaékén khusus “untuk melakukan
o rpemantauan (Inspektorat dan/atau BPKP) -

d jAnggota Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kabupaten

e Aparatur ‘ Pemermtah pada : berbagal : tlngkatan

(Tim Koordinasi Pembinaan dan - Pengendallan Kabupaten e

: . Camat setempat Kepala Desa/Lurah setempat)

f ‘Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerlntahan Daerah‘
- Kabupaten o

» : g ~ Fasmtator Kabupaten
- h. ‘Badan Permusyawaratan Desa setempat

o | Masyarakat Desa/Kelurahan setempat

;‘;‘j.:fﬂ’jPIhak lain yang mempunyai tUJuan' untuk perbaikan |

: : j,program dan kemandlnan masyarakat
L Pasal?

y_EvaIuaSI pelaksanaan program merupakan keglatan yang bertu;uan ,

untuk mengukur sejauh mana perkembangan dan kemajuan

'yang  telah - dicapai dalam  pelaksanakan program  selama
~ periode " tertentu yang dllaksanakan secara parsial atau menyeluruh
~dalam - setiap . aspek pelaksanaan - program  yang  berupa -

‘data dan analisa yang = menyeluruh, = sistematis serta objektif L3

dalam - rangka = mengukur - - tingkat.  keberhasilan program

~ sebagai’ program  unggulan dalam penanggulangan kemiskinanv_‘ ¢

/ dan ketertmggalan mfrastruktur

. BABV it
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 8

(1) Bagl ‘Asisten - Fasmtator Kabupaten ~Fasilitator Kecamatan
Pemberdayaan.  dan - Fasilitator Kecamatan ~ Teknik
- yang -berprestasi dalam. melaksanakan tugas dan fungsmya
' *dlberlkan penghargaan ~ :



vy

‘(2) Pen@hérgaah sebagarmana ~ dimaksud dalam : ayat v,(1)’.
adalah sertifikat, tropl dan bantuan lainnya yang tidak mengikat;"

';(3) Bagi Asisten Fasmtator Kabupaten, Fasilitator - Kecamatan -

Pemberdayaan -~ dan'. Fasilitator Kecamatan . Teknik .

- yang melaksanakan tugas ‘dan fungsinya tldak sesuai dengan
ketentuan dan aturan program diberikan sanksi;

(4) Sanksr , sebagalmana dimaksud ) dalam’ | ayat (3),
~adalah sanksr admlnlstratlf dan pemberhentlan secara tldak hormat

o (5) Kriteria penetapan pembenan i sanksr ' admlnlstratrf
© .dan’ pemberhentlan ~secara - tidak . hormat sebagaimana
“dimaksud dalam ayat (4) sesuai - dengan Surat Perjanjlan Kerja

yang bersangkutan S o : _

BABVI
o KETENTUAN PENUTUP - -
‘Pasal9
' ;‘»Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggarl dlundangkan
i {AAgar setrap ' orang dapat mengetahumya memenntahkan

. “pengundangan - Peraturan- Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berlta Daerah Kabupaten Bengkalls S : :

Drtetapkan di Bengkalls
‘padatanggal 1 Juni 2012
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